SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 9—3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 48
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT
UNTUK GURU MADRASAH DINIYAH, GURU SEKOLAH MINGGU
NASRANI, GURU SEKOLAH MINGGU HINDU DAN GURU SEKOLAH

Menimbang

Mengingat

MINGGU BUDHA
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah
Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam
menjamin terselenggaranya pendidikan non formal,
salah satu bentuk implementasinya adalah dalam
bentuk  pemberian bantuan sosial  yuny
diperuntukkan kepada guru Madrasah Diniyah,
guru seckolah Minggu Nasrani, guru sekolah
Minggu Hindu, guru sekolah Minggu Budha di
Kabupaten Semarang;

bahwa agar dalarn pelaksanaan pemberian
Bantuan Sosial kepada guru Madrasah Diniyah,
guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah
Minggu Hindu dan guru sekolah Minggu Budha
dapat berdaya guna, berhasil guna dan
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka periu diatur Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Sosial Kepada Guru Madrasah Diniyah,
Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah
Minggu Hindu dan Guru Sekolah Minggu Budha di
Kabupaten Semarang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati Semarang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja
Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II
Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );

Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4848 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );

10.Undang...........



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembuaran Negaru
Republik Indonesia Nomor 5234 );

Peraturan Femerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3500 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578 j;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6414 );

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4350)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540);

17.Peruturan.......



18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Seckretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang (L.embaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan  Lembaran Daerah  Kabupaten
Semarang Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang
Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 48 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT
UNTUK GURU MADRASAH DINIYAH, GURU SEKOLAH
MINGGU NASRANI, GURU SEKOLAH MINGGU HINDU
DAN GURU SEKOLAH MINGGU BUDHA DI
KABUPATEN SEMARANG

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota
Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu
Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu dan Guru Sekolah Minggu Budha di
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013
Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota
Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu
Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu dan Guru Sekolah Minggu Budha di
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013
Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan dalam LAMPIRAN Angka Romawi V. MEKANISME PEMBERIAN
BANTUAN Huruf B TATA CARA Penyaluran Bantuan angka 4 diubah
sehingga LAMPIRAN Angka Romawi V. MEKANISME PEMBERIAN
BANTUAN Huruf B Tata Cara Penyaluran Bantuan angka 4 berbunyi :

4. Bantuan dengan nilai bantuan sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga
Juta Rupiah) dapat diberikan secara langsung tunai kepada penerima
hibah dan / atau melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)  Kabupaten
Semarang kepada rekening atas nama lembaga atau Kepala madrasah
diniyah / sekolah minggu atau salah satu guru madrasah diniyah /
sekolah minggu tersebut pada bank yang ditunjuk.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 43 - /0 - 20r3

EXREFARIS DAERAH
e T
ATPS@L SEMARANG

BERITA DAGRAH KABUPATEN SEMARANG TAKUN 3013 NOMOR 33,



